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The purpose of study is to analyze the relationship and influence revenue (PAD) to the Gross 
Regional Domestic Product (GRDP). This study sampled in 2010 until 2013 the 10 areas that 
have the highest economic growth rate and the 10 areas that have the lowest economic growth 
rate. The method used is correlation and regression test panel data random effects (random 
effect of panel regression). Data sourced from documents retrieved and Government Finance 
Statistics District / City in 2009 - 2013. From the research, there is evidence that there is a 
positive relationship between the PAD and the GDP. Local Revenue (PAD) in the region with 
the highest economic growth rate has a significant effect on the GDP. However, these results 
inversely in the region with the lowest economic growth rate which the PAD no significant 
effect on the GDP. 
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1. PENDAHULUAN 
Sejarah perekonomian mencatat 
desentralisasi telah muncul ke permu-
kaan sebagai paradigma baru dalam ke-
bijakan dan administrasi pembangunan 
sejak dasawarsa 1970-an. Pada saat ini 
Indonesia telah melaksanakan otonomi 
daerah lebih dari satu dekade yang pe-
laksanaannya didasari oleh Undang 
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang–
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perim-bangan Keuangan Pusat dan 
Daerah.  
Dalam undang–undang tersebut 
telah diatur bahwa pendapatan peme-
rintah terdiri atas Pendapatan Asli Da-
erah, Dana Perimbangan dan lain–lain 
yang sah. Hal tersebut menandakan 
bahwa pemerintah daerah diberikan se-
luas–luasnya untuk meningkatkan kre-
ativitas dan inisiatif untuk menggali 
dan mengembangkan potensi daerah. 
Pemerintah daerah diharapkan mampu 
meningkatkan kemandirian dan meng-
urangi ketergantungan terhadap peme-
rintah pusat.  
Pemerintah Daerah berwenang 
untuk mendayagunakan potensi keu-
angan daerah dalam wadah PAD seba-
gai wujud desentralisasi. Oleh sebab 
itu, pemerintah harus memiliki tata pe-
merintahan yang baik agar dapat me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi 
(Cooray, 2009). Perbandingan kompo-
sisi pendapatan daerah secara nasional 
dapat dilihat pada pada gambar 1 se-
bagai berikut: agar dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi (Cooray, 2009). 
Perbandingan komposisi pendapatan 
daerah secara nasional dapat dilihat 
pada pada gambar 1 sebagai berikut. 
Pada gambar 1 terlihat secara 
nasional porsi dana perimbangan masih 
mendominasi setiap tahunnya (mendo-
minasi sumber anggaran pemerintah 
daerah), tetapi laju pertumbuhan PAD 
lebih besar dibandingkan dengan laju 
pertumbuhan dana perimbangan. Laju 
pertumbuhan PAD menunjukan trend 
meningkat sebesar 24,73 persen sam-
pai 25,80 persen.  
Sedangkan dana perimbangan, 
setiap tahunnya hanya meningkat se-
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besar 12 persen sampai 16,38 persen. 
Sementara itu, lain–lain pendapatan 
yang sah meningkat dan telah menca-
pai pertumbuhan sebesar 37,36 persen 
sampai 89, 74 persen. Kemampuan ke-
uangan daerah yang baik, sedikit keter-
gantungan pemerintah daerah terhadap 
dana perimbangan pemerintah pusat 
merupakan ciri utama suatu daerah 
mampu melaksanakan otonomi. Menu-
rut Zouhaier (2012) iklim yang positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi dapat 
timbul atas pemberian otonomi daerah.  
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Lin & Liu (2000) menunjukkan 
pemberian otonomi daerah berdampak 
sangat signifikan bagi pertumbuhan e-
konomi daerah. Sedangkan penelitian 
(Fadly, 2016) di Jawa Timur mengung-
kapkan bahwa peningkatan atau penu-
runan pada jumlah produk domestik re-
gional bruto tidak memiliki efek pada 
pendapatan daerah. 
Gambar 1. Perbandingan Komposisi Pendapatan Daerah 
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HI-
POTESIS 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
Seiring dengan bertumbuhnya Or-
de Baru dan reformasi, maka mulai ta-
hun 1999 diberlakukan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-
tah Daerah dan terakhir diganti dengan 
Undang Undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah. 
Daerah otonom berwenang mem-
buat berbagai kebijakan yang tujuan a-
khirnya adalah peningkatan kesejahtera-
an masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam 
Undang Undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah bahwa Oto-
nomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk menga-
tur dan mengurus sendiri urusan peme-
rintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
 
Penyelenggaraan otonomi daerah 
harus mampu berorientasi pada kesejah-
teraan dengan memperhatiakan kepenti-
ngan dan aspirasi yang muncul dalam 
masyarakat. Batasan mengenai konsep 
desentralisasi dikemukakan oleh banyak 
ahli pemerintahan yang didasarkan pada 
sudut pandang yang berbeda-beda sehi-
ngga sulit didefinisikan secara tepat. 
Walaupun demikian, perlu dite-
ngahkan beberapa batasan yang diaju-
kan oleh ahli sebagai bahan pertimbang-
an dan bahasan dalam upaya menemu-
kan definisi mendasar tentang desentra-
lisasi dan otonomi daerah. Handbook of 
Public Administration yang diterbitkan 
oleh PBB menyebutkan bentuk-bentuk 
desentralisasi sebagai: The two princi-
pal forms of decentralization of govern-
mental power and functions are decon-
centration to area offices of administra-











2009 2010 2011 2012 2013
PAD Rp22,120 Rp24,555 Rp34,914 Rp45,541 Rp56,552
Dana perimbangan Rp239,832 Rp256,892 Rp292,452 Rp344,408 Rp379,042
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Kedua bentuk yang paling pokok 
dari desentralisasi kekuasaan pemerin-
tah dan fungsi-fungsinya adalah dekon-
sentrasi pemerintahan wilayah dan de-
volusi (pelimpahan kekuasaan) pada ke-
wenangan-kewenangan pemerintah dae-
rah. Menurut Undang Undang No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
desentralisasi adalah penyerahan Uru-
san Pemerintahan oleh Pemerintah Pu-
sat kepada daerah otonom berdasarkan 
Asas Otonomi.  
Menurut Leemans yang di kutip 
Kuncoro (2014) membedakan dua ma-
cam desentralisasi: representative local 
government dan fild administration. Pe-
merintah daerah dimanifestasikan seba-
gai struktural dari desentralisasi (politi-
cal decentralization). Sementara, desen-
tralisasi administratatif disebut dekon-
sentrasi.  
Teori Pertumbuhan Ekonomi  
Meningkatnya pertumbuhan eko-
nomi menjadi prioritas utama pemerin-
tah daerah. Putro (dalam Jaya & Dwi-
randra, 2014) dalam menjelaskan bahwa 
pertumbuhan ekonomi adalah perkem-
bangan dari kegiatan perekonomian di 
mana hal tersebut berdampak pada jum-
lah produksi barang dan jasa yang sema-
kin bertambah sehingga kemakmuran 
masyarakat meningkat.  
Pemberian keleluasaan kepada pe-
merintah daerah untuk mengurus, me-
ngembangkan, dan menggali potensi 
yang dimiliki masing-masing daerah 
merupakan upaya pelaksanaan otonomi 
daerah guna peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah. Menurut Tao Zhang 
dalam Zhang & Zou (1998), semakin 
besar nilai derajat desentaralisasi fiskal 
maka menunjukkan semakin tinggi de-
rajat desentarlisasi fiskal di China.  
Desentralisasi fiskal selalu mem-
berikan kontribusi positif terhadap per-
tumbuhan ekonomi daerah. Desentrali-
sasi fiskal di beberapa negara berkem-
bang dan negara transisi (1997) menga-
kibatkan peningkatan pertumbuhan eko-
nomi (Vazques & McNab, 1997). Me-
nurut Vazquez & Rider (2005) menje-
laskan desentralisasi fiskal memiliki pe-
ngaruh positif tidak langsung terhadap 
pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas 
ekonomi makro yang dapat mengurangi 
laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi dae-
rah diproksikan dengan menggunakan 
Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB). PDRB yaitu total keseluruhan 
nilai barang dan jasa yang diperoleh dari 
seluruh kegiatan perekonomian yang di-
lakukan di daerah.  
PDRB baik berupa atas dasar har-
ga berlaku maupun atas harga konstan 
pada dasarnya merupakan jumlah nilai 
tambah yang dihasilkan oleh seluruh u-
nit usaha dalam suatu wilayah regional 
tertentu, atau jumlah dari nilai barang 
dan jasa akhir yang telah dihasilkan oleh 
seluruh unit ekonomi. Menurut Mardi-
asmo (2002), pendapatan asli daerah a-
dalah total penerimaan yang dihasilkan 
dari sektor pajak daerah, retribusi dae-
rah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 
pengeloalaan kekayaan daerah yang di-
pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah.  
Optimalisasi dalam penerimaan 
PAD hendaknya didukung dengan upa-
ya pemerintah daerah meningkatkan ku-
alitas layanan publik. PAD sebagai sum-
ber utama penghasilan bagi daerah. 
PAD terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 
pajak daerah, denda dan pungutan, serta 
penghasilan perusahaan daerah. Purwa-
dinata & Kaluge, (2017) mengungkap-
kan perlunya inovasi daerah untuk me-
ningkatkan pendapatan daerah melalui 
pajak. Hapsa & Khoirudin (2018) me-
ngungkapkan bahwa pendapatan asli da-
erah mempunyai korelasi positif dengan 
pertumbuhan ekonomi di wilayah dae-
rah Istimewa Yogyakarta. 
Ketiga kategori tersebuat tercan-
tum dalam Undang – Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keu-
angan Pusat dan Daerah pasal 6 ayat 1 
yang menyatakan bahwa sumber PAD 
terdiri dari pajak daerah, retribusi dae-
rah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
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yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 
yang sah. Pajak daerah merupakan jenis 
pendapatan daerah yang mampu menja-
di penopang.  
Pada umumnya, pemerintah pusat 
yang akan menentukan pajak yang dapat 
dipungut oleh pemerintah daerah. Kate-
gori kedua dari PAD adalah pungutan 
biaya, denda, dan lisensi. Sumber pen-
dapatan ini terikat dengan seseorang un-
tuk membayar jasa pelayanan tertentu 
yang digunakannya.  
Pada prinsipnya pembebanan wi-
layah ini memainkan peran fiskal dan 
regulasi berupa pengumpulan pendapa-
tan dan mengatur permintaan jasa de-
ngan meminamalisasi pelanggaran yang 
sering terjadi dalam pelayanan publik 
yang bebas biaya. Regulasi tersebut di-
lakukan untuk menghindari penggunaan 
tanpa batas secara bebas terhadap fasili-
tas umum.  
Oleh karena itu, melakukan sistem 
bagi hasil dengan pemerintah daerah da-
lam bentuk presentase tertentu untuk 
menggunakan atau mengelola kekayaan 
daerah.  
 
H1  :PAD memiliki korelasi positif 
terhadap PDRB 
H2 :PAD memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap PDRB  
 
3. METODE PENELITIAN  
Populasi, Sampel, dan Teknik Peng-
ambilan Sempel 
Populasi adalah wilayah generali-
sasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karateristik ter-
tentu yang ditetapkan oleh peneliti un-
tuk dipelajari dan kemudian ditarik ke-
simpulannya (Sugiyono, 2007). Popula-
si dalam penelitian ini adalah laporan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) seba-
nyak 468 Kabupaten Kota yang ada di 
Indonesia untuk tahun 2010 sampai 
2013. 
Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karateristik yang dimiliki oleh po-
pulasi tersebut (Sugiyono, 2007). Prose-
dur untuk pengambilan sampel dalam 
penelitian ini digunakan Purposive 
Sampling. Sampel diambil berdasarkan 
10 daerah dengan laju pertumbuhan 
PAD tertinggi dan 10 daerah dengan 
laju pertumbuhan PAD yang terendah.  
Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini mengunakan pende-
katan analisis deskriptif kuantitatif. Je-
nis data yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah data sekunder. Data se-
kunder tersebut diambil dan bersumber 
dari dokumen Statistik Keuangan Peme-
rintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 
2009 – 2013. 
1) Uji Normalitas  
Dilakukan untuk mengetahui apa-
kah residual yang dihasilkan oleh 
model terdistribusi normal atau ti-
dak. Dalam penelitian ini residual 
normalitas diuji dengan uji Jarque-
Bera. dengan hipotesis. Pengambil-
an keputusan pada uji Jarque-Bera 
adalah jika nilai probabi-litas Jar-
que-Bera lebih besar dari nilai kri-
tis, maka data berdistribusi normal 
(Kusuma, 2012).  
2) Uji Korelasi 
Analisis korelasi antar dua variabel 
digunakan untuk mengetahui keera-
tan hubungan antara dua variabel 
dan apakah dua variabel yang dia-
nalisis berkorelasi atau tidak berko-
relasi secara statistik. Jika diduga 
bahwa suatu variabel mempunyai 
korelasi positif dengan variabel 
yang lain, maka pengujian dilaku-
kan satu sisi yang rumusan hipote-
sisinya sebagai berikut (Algifari, 
2013). 
 
H0 : ρ < 0 ( tidak berkorelasi positif) 
H1 : ρ > 0 ( terkorelasi positif) 
 
Penafsiran terhadap koefisien kore-
lasi untuk mengetahui kuatnya hu-
bungan antara variabel–variabel a-
kan dikonsultasikan dengan tabel 
intrepretasi nilai koefisien. Tabel 
nilai korelasi dideskripsikan seba-
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gaimana dalam tabel 1 berikut (Su-
giyono, 2007). 
 




0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1, 00 Sangat Kuat 
 
3) Uji Regresi 
Dalam penelitian ini digunakan re-
gresi data panel. Data dengan kar-
akteristik panel adalah data yang 
berstruktur time series sekaligus 
cross section. Data semacam ini da-
pat diperoleh dengan mengamati 
serangkaian observasi cross section 
pada suatu periode tertentu. Ariefi-
anto (2012) dalam penelitian ini di-
gunakan data panel. Terdapat tiga 
pendekatan dalam membuat regresi 
panel data, yaitu: 
a. Common Effect 
Pendekatan ini merupakan pen-
dekatan yang paling sederhana 
untuk mengestimasi data panel 
adalah hanya dengan mengkom-
binasikan data time series dan 
cross section. Dengan hanya me-
nggabungkan data tersebut tanpa 
melihat perbedaan antar waktu 
dan individu maka bisa menggu-
nakan metode OLS untuk meng-
estimasi model data panel. Pada 
model ini digabungkan data cro-
ss-section dan data time series. 
Kemudian digunakan metode 
OLS terhadap data panel terse-
but. Dalam pendekatan ini dia-
sumsikan bahwa perilaku data 
antar individu sama dalam ber-
bagai kurun waktu. Persamaan 
untuk common effect sebagai be-
rikut (Gujarati, 2004): 
Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + eit 
 
b. Fixed Effect  
Pendekatan fixed effect didasar-
kan adanya perbedaan intersep 
antara individu, namun intersep 
antar waktu sama (time invari-
ant). Disamping itu, model ini 
juga mengasumsikan bahwa ko-
efisien regresi (slope) tetap antar 
individu dan antar waktu. Persa-
maan untuk fixed effect sebagai 
berikut (Gujarati, 2004):  
Yit = β1i + β2X2it + β3X3it + uit 
 
Pada metode fixed effect, estima-
si dapat dilakukan dengan tanpa 
pembobot (no weighted) atau Le-
ast Square Dummy Variabel 
(LSDV) dan dengan pembobot 
(cross section weight) atau Ge-
neral Least Square (GLS). Tu-
juan dilakukannya pembobotan 
adalah untuk mengurangi hete-
rogenitas antar unit cross sec-
tion. Penggunaan model ini tepat 
untuk melihat perubahan perila-
ku data dari masing-masing vari-
abel sehingga data lebih dinamis 
dalam mengintrepetasi data (Gu-
jarati, 2004). 
c. Random Effect 
Pendekatan ini digunakan jika 
berkurangnya derajat kebebasan 
yang pada akhirnya mengurangi 
efisiensi parameter. Dalam mo-
del ini diestimasikan data penel 
dimana variabel gangguan mu-
ngkin saling berhubungan antar 
waktu dan antar individu. Di-
asumsikan pula bahwa setiap in-
dividu mempunyai perbedaan 
intersep, dimana intersep adalah 
variabel random. Persamaan un-
tuk random effect sebagai beri-
kut (Gujarati, 2004): 
Yit = β1i + β2X2it + β3X3it + uit 
 
Uji Spesifikasi Model   
1) Uji Chow  
Adalah pengujian yang dilakukan 
untuk mengetahui apakah model 
yang digunakan adalah common ef-
fect atau fixed effect. Sementara itu 
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hipotesis yang digunakan dalam pe-
ngujian ini adalah (Kusuma, 2012): 
 
H0  : Common Effect 
H1 : Fixed Effect  
 
Apabila hasil probabilitas Cross- 
Section F kurang dari nilai kritis 
maka H1 diterima. Sedangkan Apa-
bila hasil probabilitas Cross-Sec-
tion F lebih dari nilai kritis maka H1 
ditolak. 
2) Uji Hausman 
Digunakan untuk menentukan apa-
kah menggunakan model fixed ef-
fect atau random effect Sementara 
itu hipotesis yang digunakan dalam 
pengujian ini adalah (Kusuma, 
2012) : 
 
H0 : Fixed Effect 
H1 : Random Effect       
 
Uji ini menggunakan distribusi chi–
square dimana apabila probabilitas 
pabila hasil probabilitas Cross- Sec-
tion Random kurang dari nilai kritis 
maka H0 diterima. Sedangkan Apa-
bila hasil probabilitas Cross- Sec-
tion Random lebih dari nilai kritis 
maka H1 ditolak.  
3) Uji Lagrange Multiplier 
Digunakan untuk menentukan apa-
kah menggunakan model common 
effect atau random effect. Semen-
tara itu hipotesis yang digunakan 
dalam pengujian ini adalah (Kusu-
ma, 2012): 
 
H0 : Common Effect 
H1 : Random Effect 
 
Apabila nilai LM hitung > Chi qua-
red tabel maka model yang dipilih 
adalah Random Effect, dan sebalik-
nya apabila nilai LM  hitung< Chi 
Squared tabel maka model yang di-
pilih adalah Common  Effect. 
4) Uji signifikan koefisien  
Pengujian ini dilakukan untuk me-
lihat signifikansi berpengaruh indi-
vidual dari variabel–variabel in-
dependen dalam model terhadap 
variabel dependennya. Pengujian 
ini dapat dilakukan dengan meng-
gunakan nilai kritis. Nilai kritis di-
tentukan dengan menggunakan ta-
bel distribusi t. Penentuan nilia kri-
tis didasarkan pada tingkat signifi-
kansi (α) yang digunakan. Selain 
itu, penentuan nilaai kritis pengu-
jian adalah memperhatikan derajat 
kebebasan (degree of freedom) 
yang besarnya df = n-k (Algifari, 
2013). Jika nilai t statistik > t tabel, 
maka signifikan. Jika nilai t statistik 
< t tabel, maka tidak signifikan 
 
4. ANALISIS DATA DAN PEMBA-
HASAN  
Hasil Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas dengan ban-
tuan Histogram-Normality Test Jarque-
Bera pada Eviews 7 dapat dilihat 
hasilnya pada gambar 2. 
Berdasarkan gambar 2, dapat di-
tunjukan oleh nilai probabilitas Jarque-
Bera sebesar 0.852044. Nilai probabi-
litas tersebut lebih besar dari taraf nyata 
5%. Jadi data tersebut layak dipakai ka-
rena memenuhi asumsi normalitas.  
Hasil Pengujian 
Hasil uji korelasi digunakan untuk 
melihat hubungan antara PAD dengan 
Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari 
PDRB. Hasil pengujian dapat dilihat 
pada tabel 2. 
Pada tabel 2 menunjukan bahwa 
hubungan Pendapatan Asli Daerah de-
ngan Laju PDRB menghasilkan nilai 
0.5763. Nilai 0.5763 berarti korelasi 
yang sedang antara PAD dan laju 
PDRB. Semakin tinggi laju PAD, akan 
meningkatkan laju PDRB. 
Pengujian tingkat signifikansi me-
lalui uji t, diperoleh nilai t tabel dengan 
derajat kebebasan (degree of freedom) 
5% sebesar 1.645. Nilai t statistik pada 
pengujian ini sebesar 3.285526. Berarti 
t statistik lebih besar daripada t tabel, 
maka ada korelasi yang signifikan 
antara laju PAD dengan laju PDRB.  
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Gambar 2. Uji Normalitas 
Sumber : Olah Data Eviews 
 
Tabel 2. Hasil Uji Korelasi 
Daerah tertinggi Daerah terendah 
 PAD PDRB  PAD PDRB 
PAD 1 0.5763 PAD 1 -0.5141 





Std. Error 564.0354 
 










Sumber : Olah Data Eviews 
 
Sedangkan pada pengujian di 
daerah terendah menunjukan bahwa hu-
bungan Pendapatan Asli Daerah dengan 
Laju PDRB di daerah–daerah tersebut 
menghasilkan nilai 0.5141. Nilai 0.5141 
berarti korelasi yang sedang antara PAD 
dan laju PDRB. Tanda positif menun-
jukan hubungan yang searah. Semakin 
tinggi laju PAD maka akan meningkat-
kan laju PAD maka akan meningkatkan 
laju PDRB. Pengujian tingkat signifi-
kansi melalui uji t, diperoleh nilai t tabel 
dengan derajat kebebasan (degree of 
freedom) 5% sebesar 1.645. Nilai t sta-
tistik pada pengujian ini sebesar 
2.197312. Berarti t statistik lebih kecil 
daripada t tabel, maka terdapat korelasi 
yang signifikan antara PAD dengan 
PDRB.  
Dalam analisis data panel terda-
pat tiga pendekatan yang digunakan, ya-
itu common effect, fixed effect dan ran-
dom effect. Setelah dilakukan pengujian 
dengan metode tertimbang (cross sect-
ion weight), maka hasil yang diperoleh 
ditunjukkan pada tabel 3. 
Penentuan Teknik Analisis Model 
Data Panel  
1) Uji Chow 
Pertama data panel diesmitasi me-
nggunakan efek spesifikasi fixed. 
Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah sebaiknya model menggu-
nakan fixed effect atau common ef-
fect.  
 
H0  : Common Effect 
H1 : Fixed Effect  
 
Apabila hasil probabilitas Cross- 
Section F kurang dari 0,05 maka H1 
diterima. Sehingga Model menggu-
nakan fixed effect. Hasil dari esti-
masi menggunakan efek spesifikasi 









Mean       2.12e+08
Median   1.69e+08
Maximum  6.00e+08
Minimum -89199748
Std. Dev.   2.86e+08
Skewness   0.508416
Kurtosis   2.057952
Jarque-Bera  0.320234
Probability  0.852044
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Tabel 3. Hasil Estimasi 
Variabel Koefisien 
Common Effect Fixed Effect Random Effect 
C -11226031 -11226031 -11226031 
PDRB 2705.701 2705.701 2705.701 
DAERAH TERTINGGI    
_GUNUNGSITOLI—C  -9.31E-10 0.000000 
_SOLOK.SELATAN—C  -9.31E-10 0.000000 
_LUBUKLINGGAU—C  -9.31E-10 0.000000 
_KEPULAUAN.ANAMBAS—C  -9.31E-10 0.000000 
_TANJUNG.BALAI—C  -9.31E-10 0.000000 
_BELITUNG.TIMUR—C  -9.31E-10 0.000000 
_HALMAHERA.UTARA—C  -9.31E-10 0.000000 
_TANGERANG.SELATAN—C  -9.31E-10 0.000000 
_BOLAANGMONGONDOW.T—C  -9.31E-10 0.000000 
_LABUHAN.BATU.SELATAN—C  -9.31E-10 0.000000 
T statistik 4.885896 4.404087 4.404087 
    
DAERAH TERENDAH    
C 1.07E+08 1.07E+08 1.07E+08 
PDRB -4735.472 -4735.472 -4735.472 
_BANGKA.SELATAN—C  2.98E-09 0.000000 
_BINTAN—C  2.98E-09 0.000000 
_MAPPI—C  2.98E-09 0.000000 
_KARIMUN—C  2.98E-09 0.000000 
_FAK-FAK—C  2.98E-09 0.000000 
_MANOKWARI—C  2.98E-09 0.000000 
_SARMI—C  2.98E-09 0.000000 
_KEPULAUAN.ARU—C  2.98E-09 0.000000 
_SORONG—C  2.98E-09 0.000000 
_BULONGAN—C  2.98E-09 0.000000 
T statistik -4.152137 -3.742686 -3.742686 
Sumber : Olah Data Eviews 
 
Berdasarkan hasil tersebut hasil 
probabilitas Cross-Section F sebe-
sar 0.0000 sehingga H1 ditolak. 
Maka model pooled effect adalah 
model yang sebaiknya digunakan. 
 












1 .0000 1 .0000 
Sumber : Olah Data Eviews 
 
2) Correlated Random Effect-Haus-
mann Test 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah model random effectlebih 
baik digunakan dari fixed effect.  
 
H0  : Fixed Effect 
H1 : Random Effect 
 
Apabila hasil probabilitas Cross- 
Section F lebih dari 0,05 maka H1 
diterima. Sehingga model meng-
gunakan random effect. Hasil dari 
estimasi menggunakan efek spesi-
fikasi random adalah sebagai beri-
kut: 
 














Sumber : Olah Data Eviews 
 
Berdasarkan hasil tersebut proba-
bilitas Cross-Section random se-
besar 0.0000 sehingga H0 diterima. 
Maka model random effect adalah 
model yang sebaiknya digunakan. 
Dari hasil uji spesifikasi diatas, 
maka model yang sebaiknya digu-
nakan estimasi dengan Random 
Effect Model. 
3) Langrange Multiplier  
Uji ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah model common effectlebih 
baik digunakan dari random effect. 
 
H0  :Common  Effect 
H1 : Random Effect 
 
Apabila nilai LM hitung>Chisqu-
ared tabel maka model yang dipi-
lih adalah Random Effect, dan se-
baliknya apabila nilai LM hitung< 
Chi Squared tabel maka model 
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yang dipilih adalah Common  Ef-
fect. Hasil dari estimasi menggu-
nakan efek spesifikasi random di-
tunjukkan pada tabel 6. 
 


















3.84 4.321 4.321 
Sumber : Olah Data Eviews 
 
Berdasarkan hasil tersebut nilai 
LM hitung sebesar 4.321 sehingga 
H1 diterima. Maka model random 
ef-fect adalah model yang sebaik-
nya digunakan.  
Uji Signifikansi  
Hasil pengujian signifikansi pada dua 
kluster daerah tersebut dapat dilihat pa-
da tabel 7 berikut. 
 









PDRB 1.645 4.404087 -
3.742686 
Sumber : Olah Data Eviews 
 
Dari kedua hasil tersebut menun-
jukan bahwa di daerah tertinggi nilai T 
statistik lebih besar daripada nilai T ta-
bel, artinya PAD berpengaruh signifi-
kan terhadap PDRB. Namun, di daerah 
terendah nilai T hitung lebih kecil dari-
pada nilai T tabel, artinya PAD tidak 
berpengaruh signifikan pada PDRB. 
 
Pembahasan 
Dari hasil pengujian korelasi an-
tara laju pertumbuhan PAD dan laju 
per-tumbuhan PDRB di dua kategori 
daerah dengan laju pertumbuhan PAD 
tertinggi menunjukan bahwa keeratan 
hubungan yang sedang dan bernilai 
positif serta berpengaruh positif signi-
fikan terhadap PDRB. Hal ini berarti 
apabila nilai PAD naik maka akan me-
ningkatkan PDRB.  
Apabila dilihat dari sumber–
sumber PAD, pajak daerah memberi-
kan proporsi yang besar bagi PAD se-
perti tersaji pada gambar 3 berikut. 
Gambar 3. Kontribusi Sumber–Sumber 
PAD 
Sumber : Olah Data Excel 
 
Pada gambar 3 terlihat jelas bah-
wa pajak daerah mendominasi peroleh-
an PAD sebesar 60%.Pajak memiliki 
pengaruh dua arah terhadap pertumbu-
han ekonomi daerah, seperti halnya pe-
dang bermata dua. Di sisi lain pene-
rimaan pajak yang tinggi dapat mendo-
rong suatu daerah untuk meningkatkan 
belanja-belanja pemerintah yang dapat 
mendorong perekonomian hingga ter-
ciptanya peningkatan pertumbuhan e-
konomi.  
Hasil penelitian ini sejalan de-
ngan dengan penelitian Hariyadi dan 
Yasa, pengaruh PAD terhadap PDRB 
pada kabupaten/kota di Provinsi Bali 
dalam kurun waktu 2008–2012 yang 
cukup signifikan berarti kemampuan 
pemerintah daerah untuk menyeleng-
garakan otonomi daerah terlihat cukup 
baik. 
Menurut Setyawati & Hamzah, 
(2007) dalam penelitiannya menyata-
kan bahwa peningkatan PAD berjalan 
searah dengan pertumbuhan ekonomi. 
Kenaikan PAD akan menambah jum-
lah PDRB yang menjadi dasar dalam 
perhitungan pertumbuhan ekonomi da-
erah. Kenaikan PAD dapat mengopti-
malkan dan meningkatkan aktivitas 
sektor–sektor yang terkait dalam pe-
ningkatan pertumbuhan ekonomi se-
perti sektor industri perdagangan, sek-
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Berbanding terbalik dengan dae-
rah dengan laju PAD tertinggi, di dae-
rah dengan laju PAD terendah memili-
ki hubungan negatif signifikan dan pe-
ngaruh negatif namun kurang signifi-
kan. Mardiasmo (2002) menjelaskan 
bahwa PAD diperoleh dari sektor Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peru-
sahaan Milik Daerah, Hasil Pengelola-
an Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah.  
Dari berbagai sumber tersebut, 
penarikan pajak daerah yang mendomi-
nasi yang tersaji pada gambar 4 berikut. 
Gambar 4. Kontribusi PAD di daerah 
dengan laju pertumbuhan 
PAD terendah 
Sumber : Olah Data Excel 
 
Dari gambar 4 diatas menunjuk-
kan bahwa 50% lebih PAD diperoleh 
dari pajak. Seperti yang telah dipapar-
kan sebelumnya bahwa pajak seperti 
pedang bermata dua.  
Pengenaan tarif pajak yang tinggi 
pada masyarakat akan berdampak pada 
menurunnya jumlah konsumsi masya-
rakat. Begitu pula sebaliknya. Tinggi-
nya tarif pajak akan berdampak lang-
sung pada disposible income masyara-
kat.  
Ketika tarif pajak dinaikkan, ma-
ka disposible income akan menjadi tu-
run, karena masyarakat perlu memba-
yar beban pajak yang lebih tinggi dari 
sebelumnya. Dengan menurunnya dis-
posibel income, maka konsumsi ma-
syarakat pun akan menurun pula. Tu-
runnya konsumsi agregat masyarakat 
akan berdampak pada turunnya penda-
patan nasional ekuilibrium, demikian 
pula sebaliknya.  
Penelitian ini sejalan dengan pe-
nelitian Prakarsa (2014) bahwa dari 
sumber yang tercermin bahwa pemu-
ngutan pajak dan retribusi daerah justru 
berakibat pada output daerah yang ter-
cermin pada PDRB yang diperoleh ber-
bagai sektor pendapatan di kabupaten/ 
kota belum berjalan secara maksimal. 
Menurut Lewis dalam Ahyani (2010) 
belum efektifnya berbagai peraturan 
yang dilakukan pemerintah dapat me-
nunjukkan tidak adanya hubungan po-
sitif antara berbagai pungutan baru itu 
dengan keseriusan pemerintah daerah 
dalam peningkatan kualitas layanan 
publik.  
Selain itu, output yang dihasilkan 
juga harus dikurangi dengan biaya–bi-
aya atas barang atau jasa. Dengan ku-
rang maksimalnya PDRB yang dihasil-
kan suatu daerah tentu akan berpenga-
ruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi 
di daerah tersebut karena tingkat per-
tumbuhan ekonomi tidak lepas dari 
tingkat PDRB.  
Jadi sangat penting untuk peme-
rintah daerah mengoptimalkan sektor 
pendapatannya agar menghasilkan out-
put yang maksimal di setiap sektornya.  
 
5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, 
SARAN, DAN BATASAN 
Berdasarkan hasil uji hipotesis 
yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa 
terdapat hubungan dan pengaruh posi-
tif antara PAD dan PDRB di 10 daerah 
dengan laju pertumbuhan PAD terting-
gi.  
Sedangkan berbanding terbalik 
dengan hasil yang diperoleh di 10 dae-
rah dengan laju pertumbuhan PAD te-
rendah yang memiliki hubungan nega-
tif signifikan dan pengaruh negatif ku-
rang signifikan. Kedua hal ini sama–
sama disebabkan oleh faktor pajak dae-
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han PAD. Untuk meningkatkan penga-
ruh positif PAD terhadap PDRB peme-
rintah perlu meningkatkan sumber–
sumber PAD lainnya.  
Agar PAD yang tinggi tidak ha-
nya sebagai sarana untuk berlomba–
lomba dalam peningkatan PAD, namun 
juga dapat mendorong pertumbuhan e-
konomi. Di sebagian daerah yang seba-
gian besar PAD nya diperoleh dari pa-
jak daerah memberikan dampak negatif 
yang tidak berpengaruh terhadap per-
tumbuhan ekonomi. Untuk itu peme-
rintah diharapkan membuat suatu kebi-
jakan agar pajak dapat memberikan 
multiplier positif effect yang lebih be-
sar.  
Pemerintah dapat membangun 
berbagai fasilitas umum yang diguna-
kan masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan peningkatan kualitas 
pelayanan. Selain itu, pemerintah harus 
mengembangkan aset dan potensi yang 
dimiliki, dengan menghidupkan dan 
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